LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Universitas Terumanagara

ERAN PENGADILAN NEGERI BATAM DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS OPERANDI

[ENAGA KERJA YANG ILEGAL DALAM UPAYA MENIMBULKAN EFEK JERA
TERHADAP PELAKU

Oleh :

Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., ML.H
flery Firmansyzh, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS BUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKAKTA

2019



DAFTAR ISI

BDENIEAS PENERIRL - - hes s b e i
B npkasanm e e L e e e ii
B S uan ii
CRARKMNIINGG L e e e e s e 1l
BRI ARSISTE oo el e e e iv
A e e e e e e 1
BENIARIIEAN G e e e e 1

28 LatanBelalano Masalah e o e e e e 1

RumusaniPermasalahan ot o0 & 20 e 9

@ Keashap Penelitian: = oo e o0 5 e e 5

e FUITANKEGIATAN - e e s e L 6

B aVlanfaatKeoiatan . - = o e e e 6
CABINE S e e e e e e e 8
ETATANPOSTAKA. = L e v e iR 8

A, Pengertian Tindalk Pidana PerdaganganiOrang .. i iime v s osvin s inconstoimasnesdesssossasonss 10

E. 13

B. Peraturan-Peraturan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ......ccccoceovvvivvvcnuennne 13

C. Proses Hukum Penangangan Tindak Pidana Perdanganan Anak (Child Trafficking) .............. 15
BABILE - e e e e e R 19
EEODE PENELIERIAN e i e i i s e e 19

A eSifatPenelitiaone o a0 Sael e m e 19

B Bahan Penelitian. i b e e e s W s eRrs R enns ks 19

C. Jalannya Penelitian........ e s e 19

D. Analisis Data . 20
BB e e s e 21
WatablasiiPenclitianiocs o0 = - 20 o0 e e 21
WA e s R s 41
ANAEISIS - v 2 e e 41

A. Penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri Batam dalam menangani perkara Tindak Pidana

Perdagangan Orang Melalui Modus Operandi Tenaga Kegja llegal .......ccovnvnisvnmmisinsumssismisssmns 41
BABNVE. = e e e R s e s 51
RENURUPR. - e 2 s B s e e 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran 51
SR BRIAE R o e aas sl e e 52



IDENTITAS PENELITI

Ik

Judul Penelitian

: Peran Pengadilan Negeri Batam Dalam Proses
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
Melalui Modus Operandi Tenaga Kerja Yang Ilegal
Dalam Upaya Menimbulkan Efek Jera Terhadap

Pelaku

2. Ketua Peneliti .

a. Namal engkap : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. NIP : 10288010

d. Jabatan Struktural : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

f. Fakultas/ Jurusan : Hukum

g. Alamat Surat :

h. Telepon /Fax : 085718034038

i. Email : gunawand@th.untar.ac.id
3. Peneliti :

a. Namalengkap : Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

b. JenisKelamin : Laki — laki

c. NIP : 198401182009121005

d. JabatanStruktural slcldor 1L €

e. JabatanFungsional : Lelder

f. Fakultas/ Jurusan : Hukum

g. Alamat Surat : Jl Godean Km 9, Yogyakarta

h. Telepon /Fax :(021) 5447740

i. Email : heryflafh.untar.ac.id
4. Jangka Waktu Penelitian : Januari — Juni 2019
5. Pembiayaan :

2. Jumlah Biaya yang Disetujui LPPI
b. Jumlah Biaya tahun ke
- Biaya Tahap 1 yang diajukan ke LPPI
- Biaya Tahap 11 yang diajukan ke LPPI
Jakarta, 1 Juli 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Ketua Peneliti

Universitas Tarumanagara

Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H
Dr. Amad Sadiro, S.H., M.H., M.M. NIP : 10288010
NIP: 10291010
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Publikasi Ilmiah

Jap Tji Beng., PhD
NIP : 100381047 i



PRAKATA

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah memperkenankan tim penulis
melakukan dan menyelesaikan proposal penelitian. Tanpa perkenaan tersebut, tiada
sesuatu dapat terjadi, termasuk proposal penelitian ini. Hal ini merupakan bagian
internal dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi dalam
menjalankan/memenuhi kewajiban profesi yang digelutinya.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu berbagai hal. Mengingat pentingnya permasalahan
yang dikaji, dipandang perlu untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi
lanjutan oleh tim lain sehingga dapat diperoleh data, fakta dan informasi yang lebih

menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Demikian, semoga bemanfaat.

Juli 2019

Hormat Kami

Tim Penulis



é%% ljl\l]ﬁ““‘

FAKULTAS
HUKUM

SURAT KETERANGAN
No.: 964A-Pus/FH-Untar/V11/2019

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah

menerima Laporan Akhir Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas

Tarumanagara dengan rincian:

Judul Peran Pengadilan Negeri Batam dalam Proses Penegakan Hukum Tindak

Pidana Pedagangan Orang Melalui Modus Operandi Tenaga Kerja yang
[llegal dalam upaya Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku

Penulis/Peneliti Ketua __: Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.. M.H.

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat. agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juli 2019

Perpustakaan Fakultas Hukum

Ji. Letien §. Parman No. 1, Jakarta 11440
S1 P: 021-5671748-5604477 (hunting) F: 5638336
$2, 53 P: 021-5655804 F: 5638339 E: fh@untar.ac.id www.untar.ac.id/fh




A. Ringkasan

Hukum pidana merupakan salah satu hal penting yang perlu ditinjau segala
aspeknya sehubungan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di negara
Indonesia. tindak pidana trafficking (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan
serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparatur negara lainnya
dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak
pidana trafficking (perdagangan orang). Maraknya TPPO yang terjadi di Kepulauan
Riau khsusnya Kota Batam, dengan ini diharapkan hukum pidana dapat hadir di
tengah masyarakat Indonesia untuk memperbaiki rasa percaya masyarakat akan
hukum & menindaklanjuti lebih lanjut mengenai tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), Hukum Pidana

B. Summary

Criminal law is one of the important things that need to be reviewed in all aspects in
connection with efforts to renew criminal law in the country of Indonesia. criminal
acts of trafficking (trafficking in persons) is a serious problem that must be
immediately addressed by the government and other state apparatus in the legal
umbrella that specifically regulates the elimination of criminal acts of trafficking
(trafficking in persons). The rise of TPPO that occurred in the Riau Islands especially
Batam City, with this it is expected that criminal law can be present in the Indonesian

community to improve people's trust in the law & follow up on the crime.
Keyword : Human Trafficking, Criminal Law



